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BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 70 
TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka kemampuan 
keuangan daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 
anggaran 2020 ini termasuk dalam kelompok sedang, 
sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 
Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

l Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 70 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
perlu diubah kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 70 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan 

. Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 76);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2017 
tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten

; Karanganyar Tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2017 
tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG 
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN 
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 70 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 
Nomor 70), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 70 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan



Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 
Nomor 14 ), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 2

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan 
Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana 
Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan berdasarkan 
kelompok kemampuan keuangan Daerah sedang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 3

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali Uang 
Representasi Ketua DPRD.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 4

Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling 
banyak sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) 
kali Uang Representasi Ketua DPRD.

(2) Uang Representasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar 
Rp 2.100.000,00 (dua ju ta seratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan paling 
banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang 
Representasi Wakil Ketua DPRD.



(4) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar 
Rp 1.680.000,00 (satu ju ta enam ratus delapan puluh 
ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 A diubah, sehingga Pasal 12 A berbunyi 
sebagai berikut:

Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan 
Reses dan Dana Operasional dilakukan terhitung sejak 1 
Januari 2020.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 103 

Salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 12 A

Pasal II

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 23 Desember 2019 

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO


